WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34A TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PENDIDIKAN PADANG,

bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah
daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17);

bahwa dalam rangka mengakomodir adanya peran serta
masyarakat dalam pendanaan pendidikan, maka Peraturan
Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Opersional
Sekolah Daerah,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pmbagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Propvinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloloaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun
2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan
dan Satuan Pendidikan Dasar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Nomor 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun
2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012
tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Padang Nomor 62);



19. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Bantuan Operaasional Daearah (Berita Daerah Tahun 2014
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Padang Nomor 1.A Tahun p2015 (Berita Daerah
Tahun 2015 Nomor 1.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Di antara BAB IV dan BAB V Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 1A Tahun
2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1A), disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

— BAB VA
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14A

(1) Masyarakat dapat berperan serta dibidang pendidikan dalam bentuk
sumbangan kepada Sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

(2) Sumbangan yang diterima sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

P— — - e Ditetapkan di Padang
0f  MNAMA JABATAN| TGL fFAR~ pada tanggal 45 Agustus 2016
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Diundangkan di Padan

pada tanggal 25 Agv U 2016
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